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ABSTRAK
Akibat putusan Pailit Bagi Harta Kekayvaan Debitur
Menurut Undang — undang No. 4 Tahun 1998
(Studi Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)
edi Anugrah Pratama. 96140148, Fak Huk UNAND, 63 halaman, 2001

Putusan pernyataan pailit adalah bersifat serta merta schingga meskipun
~dapnyva diajukan upaya hukum kasasi maupun penmjauan kembal, akibat —
-1 putusan pathit tersebut lansung berlaku dan bagi kurator dl[!-l‘ Segera
- -wukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kepailitan merupakan
—zan debitur yang tidak sanggup lagi melakukan pembavaran terhadap
=Zriinya satu hutanﬂ kepada para krediturnva vang telah jatuh tempo vang telah
2= .-nawh Dalam keadan tersebut maka Du,bnur Kreditur, Kejaksaan untuk
—senungan umum, Bank [ndonesia apabila debiturnva adalah perusahaan Bank
= apepam apabila debiturnya persahaan penanaman modal dapat meng:_.y ukan

«taan pailit kepada Pengadilan Niaga, vang saat penulis membuat skri fpsi ini
_ ~.nva dapat diajukan kepada Penpadilan Niaga Jakarta Pusat

Dalam hal im periulis melihat beberapa permasalahan vang timbul dari

¢ putusan Pengadilan Niaga mengenai permohonan pailit pihak Debitur

1|'!_

4

| Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Piutang Kreditur vang telah
diakui dalem Rapat Verifikasi tidak dapat dilunasi “dalam
Pembagian Hastl Penjualan Harta Pailit.

2. DBagainana Proses Pelaksanaan Penyitaan (Sita jaminan sebelum
adanya putusan pailit dan Sitaan Umum setelah adanva Putusan
Pengadilan Niaga vang mengabulkan Permohonan Pailit) terhadap
Harta Kekavaan Debitur,

5. Kendala-kendala  yang  ditemukan dalam  Pengurusan  dan
Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator

Jntuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode

movang bersifat yunidis sostologis, vaitu pendekatan masalah melalui

n vang dikaitkan dengan fakia - fakta vang ada berdasarkan ketentuan

vang berlaku vang diolah mengpunakan proses editing. Populasi dari

walahan ini adaiah plhdk pihak yang terkait dalam perjanjian Hutang-

- Pengadilan Niaga, Kurator (Balai Harta Penmggalan atau Kurator

= Dalam pengolahan tersebut digunakan tebnik analisa data secara

Jalam husil penelitan mengenai permasalahan yang penulis angkat,
- = mehihat mengenal proses pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan
= Jakarta Pusat yang mempunyei Kompetensi Absolut wilayah Republik
=iz vang dapat mamperlambat proses Pﬂ]nl._[’lk‘;’tgg/l,ﬂlilk il penulls
A eriu dl"lﬂj[‘lLdIl}ﬁ Pengadilan Niaga di daerah lain Sélanjutnyva dalam hal
slan .[le Kekavaan Harta Debitur Pailit diperfukan Kinerja vang baik dari
1P ataupun oleh Lurator swasta, karena dalam proses ini dapat terjadi
-wengan vang dilakukan oleh pihak Debitur dengan mengalihkan haranya
=« lam. Hal ini akar memerlukan wakty vang lama untuk menvelidikinya
_- 20 batas waktu untuk pemutusen pﬂrkara hfmm 30 hari,
sclanjutnya sebagaimana halny 1 penyitaan terhadap suatu harta kekayaan
adakalanva fimbul suatu masalah vang berkaitan dengan kepentingan
misalnya pthak ketiga vang harta kekayaannya ikut serta disita. Untuk
=115 melihat perlu adanya ketentuan vang jelas mengenal penyitaan ini
-2 pihak vang lain tidak dirugikan dengan adanya putusan pailit Debitur

.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Saat ini kita telah mengetahui betapa hebatnva dampak yang ditimbulkan
oleh krisis moneter vang bermula sejak pertengahan 1997 Dapat dikatakan
seluruh tatanan kehidupan mulai dari keluarga, bangsa, negara merasakannya
Jangkauannya meliputi aspek ekonomi dalam arti uas, sosial, politk dan bahkan
pertahanan dan keamanan negara. Kegoncangan dibidang moneter telah membert
pengaruh vang besar terhadap sektor pembeayaan dikalangan dunia usaha. Dalam
aspek permodalan, jatuhnya nilai tukar Rupiah juga telah mempersulit duma usaha
dalam memenuhi kewajiban pembavaran pinjaman atau utangnya

Dalam keadan ini penulis secara teoritik melithat permasalahan utang -
piutang, dimana debitur yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk
memenuhi  kewajiban  membayar utang, menempuh berbagai  allernatif
penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan sebahagian
atau seluruh utang, menjual sebagian asset atau bahkan usahanya, ataupun dapat
pula  mengubah pinjaman tersebut menjadi  penyertaan saham.  Selain
kemungkinan tadi, debitur dapat pula mengajukan permohonan penundaan
kewajiban pembavaran utang dan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan

Niaga"' .

U Gde Sukarata, 1998, Prosedur Permohonan Penundoan Kewajiban Pembayaran Liang dan Pernyaraan
Failir, Pengadilan Niaga, Jakaria Pusatl



Tersebarnya masalah  ketidakmampuan  debitur untuk  menyelesaikan
hewapiban - pembayaran ulangnya  merupakan  tink  pangkal  penvelesaian
repiilitaan. Masalah pertama vang menghadang adalah faktor waktu. Fakior
waktu dan keinginan untuk secepatnya memberi terapi psikologis dalam rangka
pemulihan kepercavaan menjadi sangat penting. mendesak dan memaksa. Karena
daleh digunakan Undang - undang Nod4 Tahun 1998 sebagai instrumen
penvelesaan keadaan kegentingan yang memaksa tersebut. Sebaliknya undang -
undang kepailitan udaklah otomatis mendorong debitur menjadi pailit. begitu pula
tudal mendorong bubarnya perusahaan debitur, Sebagaimana vang kita ketahui

thwa dakom kenyataan  perangkat hukum demikian cenderung dihindarkan oleh
salingan pengusaha hita. Pailit dianggap sebagai aib vang tidak menguntungkan.

conttuikan nama baik dan memalukan, sebaliknya terdapat pula didalam
cmikiran kalangan vsaha kita. dengan dinyatakan pailit maka seseorang debitur
pat menghimdari dint dari kewajiban pembavaran utang,

Kepailitan adslah mrerupakan sita umum vang mencakup seluruh kekayaan

Sotr untuk kepentingan  seluruh krediturnya, Tujuan  kepailitan  adalah
smbagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan
smperhatikan hak-hak mereka me sing-masing. Melaluwi sita umumn  dapat
ndart dan diakhin sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendin-sendiri.
wan denukian parg kreditur harus bertindak secara bersama-sama  sesuai
1Lan asas concursus creditorum, sebagaimana yang ditetapkan pasai 1132

Perdata,  Sehubungar  dengan  itu perlu  dijelaskan  kepailian  hanyva



BABIV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Selelah penulis menguratkan mengenal Akibat Putusan Pailit Bagi Harta
Kekayaan Debitur, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dan beberapa
saran vang merupakan suatu penutup dalam penulisan skripsi ini, antara lain
adalah

| Kepailitan adalah merupakan sita umum terhadap harta kekayaan debitur
vang telah dinvatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, discbabkan olch
debitur tidak sanggup membavar utangnva yang telah jatuh tempo dan
telah dapat ditagih dan mempunyar Kreditur sedikitnya dua  orang
Pembayaran utang akan dilakukan oleh kurator yang ditunjuk dengan
melakukan penjualan aset debitur baik dengan cara pelelangan maupun
secara penjualan dibawah tangan dengan harga vang telah ditaksir oleh tim
penaksir .

2. Dalam hal debitur telah jatuh pailit maka harta kekayvaannya akan berada
dalam keadaan sita umum. Disini penulis juga menyinggung mengenai
penyitaan dalam perkara pailit, yaitu sita jaminan sebelum adanya putusan
pailit dan sita umum setelah adanya putusan pailit. Penyitaan ini dilakukan
agar kepentingan kreditur untuk pembayaran piutangnya dapat segera
diselesatkan oleh kurator ataupun dapat rlncnghindar[ adanva keinginan

pihak debitur vang akan mengalihkan hartanya kepihak lain



DAFTAR PUSTAKA
Aspek Hukum Pernvataan Pailit dan akibat pernyataan Paihit; [LP Panguabean,
Mahkamah Agung, 1998,
Ruang lingkup tugas dan kewenangan pengadilan Niaga, llasan DBasn
Mahkamah Agung, 1998,
Prosedur Permohonan Kepailitan dan Pemeriksaan Kepailitan di Pengadilan, 1

Cede Sukarata Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998

Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Fakultas Hukum UGM
Yopyvakarta, Siti Sunarti Martono, 1981

Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Kartono. Pradnya Paramida, Jakarta.
1984,

Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Viktor M Situmorang, PT Rincka
Cipta Jakarta, 1994

Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembavaran di Indonesia, Zainal Asikin, Pl
Raja Grafindo Persada 1991,

Hukum Jaminan di Indonesia, St Soedewt Maschoen, Liberty Yogvakarta, 1990,

Petunjuk-petunjuk Praktis Menvelesatkan Perkara Perdata, Elise T Sulistini. Bina
Raksa, Jakarta, 1987,

Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Munir Fuadv, Citra Adtva DBakti,
Bandung, 1994,

Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Munir Fuady, Citra Adtva DBakti,
Bandung, 1999,

Undang Undang No. 4 1ahun1998 tenlang Kepailitan,

Undang-Undang Noo 14 Tabun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum



